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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

 Dalam suatu negara hukum, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga 

peradilan yang menjadi tumpuan harapan unuk mencari keadilan. Oleh karena itu 

jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara 

hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.  

 Tugas kaidah hukum adalah untuk mencapai keadilan, yaitu keserasian antara 

nilai kepastian hukum (Rechszekerheid) dengan kesebandingan hukum (bilijkheid). 

Tugas ini merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya terdapat dalam rumusan 

kaidah hukum, misalnya Pasal 362 KUHP, yang merumuskan “barangsiapa 

mengambil barang orang lain, dihukum karena salahnya mencuri” merupakan nilai 

kepastian hukum. Jadi, siapa saja yang mencuri, akan dihukum. Selanjutnya, 

rumusan Pasal 362 KUHP tersebut disambung dengan kalimat “ dengan hukuman 

setinggi-tingginya 5 (lima) tahun penjara”. Hal yang terakhir ini merupakan nilai 

kesebandingan hukum. Jadi, orang yang melakukan pencurian pasti akan dihukum 

dan hukumannya dapat saja bervariasian antara satu dengan yang lain. Perbedaan 

ini terjadi tergantung kepada berat/ringannya kesalahannya yang melingkupi 

perbuatan tersebut, kesesuaian antara alat-alat bukti dengan fakta-fakta yang 

terungkap dipersidangan, serta keyakinan hakim. Disinilah letaknya nilai 

kesebandingan hukum. Sehingga terhadap satu atau beberapa tindak pidana  yang 

sama, putusan hakim dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan tidak dianutnya 

prinsip state decisis (hakim terikat dan harus memedomani putusan hakim 
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sebelumnya dalam perkara yang sama) dalam peradilan di indonesia, sehingga 

hakim tidak terikat dengan putusan hakim lainnya. Sistem hukum di indonesia 

menganut dan mengutamakan hukum dalam pengertian peraturan perundang-

undangan tertulis, bukan hukum yang dibuat oleh putusan hakim (judge made law) 

atau yurispudensi hakim.1 

Hukum acara pidana juga harus ditegakkan, dimana tujuan dari hukum acara 

pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil /materi 

/ eele waarheid” atau “kebenaran yang sesungguh-sungguhnya“ atau “kebenaran 

hakiki”.2 Seorang hakim haruslah mencari dan menemukan kebenaran yang netral 

tanpa adanya campur tangan atau gangguan dari pihak lain, sehingga dalam 

mempertimbangkan dan memutuskan, dilakukan secara adil.  

 Berbicara mengenai hukum, maka membahas tentang sebuah sistem. Sistem 

hukum yang dimaksud adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang 

antara satu sama lainnya saling berhubungan sehingga merupakan suatu 

keseluruhan yang utuh. Bagian-bagian dari hukum merupakan unsur yang 

mendukung hukum sebagai satu kesatuan dalam suatu jaringan dengan hubungan 

yang fungsional. Misalnya antara hukum pidana dengan hukum perdata, yang 

mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum.  

 
1 Saut P. Panjaitan, 2021, Dasar-dasar ilmu hukum, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 62 
2 Dawson. C. 2010, Metode Penelitian Praktis : Sebuah Panduan, Pustaka Belajar, 

Yogyakarta, hlm. 45 
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 Saat ini, proses administrasi peradilan pidana menjadi suatu studi yang luas 

dan kompleks. Ilmu tentang administrasi peradilan pidana meminjam banyak sekali 

dari disiplin ilmu seperti hukum, sosiologi, ilmu politik, psikologis, antropologi dan 

sejarah. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum 

pidana sejalan dengan ketidak puasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak 

hukum dan institusi hukum.3 

 Sistem peradilan pidana menurut Black’s Law Dictionary yang apabila 

diterjemahkan adalah, institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana 

melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah 

diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), 

proses persidangan (hakim, jaksa, advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas 

pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).4 

 Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana bertujuan untuk 

menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan 

terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. 

Dengan demikian, maka sistem peradilan pidana haruslah berisi substansi sebagai 

berikut:  

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ; 

b. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas 

bahwakeadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta  

 
3 Tolib Effendi,2013 Sistem Peradilan Pidana, Pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm. 5 
4Ibid, hlm. 45 
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c. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi perbuatannya.5 

 Proses peradilan tersebut bermula dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan 

hingga bermuara ke lembaga pemasyarakatan, yang merupakan komponen-

komponen di dalam sistem peradilan pidana. Pada masing-masing komponen 

tersebut dilakukan proses pemeriksaan.  

 Di dalam KUHAP tercantum secara eksplisit tahapan-tahapan pemeriksaan 

mulai dari seseorang berstatus tersangka hingga menjadi narapidana. Dimulai dari 

penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga berakhir di lembaga 

pemasyarakatan. Penyelidikan adalah serangkaian proses penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat 

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-undang ini 

(Pasal 1 butir 5 KUHAP). Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 

KUHAP).  

 Proses penyelidikan dan penyidikan ini adalah hal yang sangat penting dalam 

hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung 

derajat/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu 

 
5Perhimpunan Advokat Indonesia, 2010, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang 

Akusatorial dan Adversarial, Papas Sinar SInanti, Jakarta, hlm. 12 
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salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat 

penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar 

si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari 

tindakan yang tidak seharusnya”.6 

 Berdasarkan wewenang yang telah penyelidik dan penyidik peroleh dari 

KUHAP, maka mereka berhak untuk mengurangi ataupun membatasi kebebasan 

dan hak asasi seseorang, dalam artian menangkap dan menahan seseorang. Dalam 

kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penyelidik maupun penyidik melakukan 

berbagai tindakan dan upaya paksa terhadap tersangka. Diantaranya adalah 

penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, penyitaan 

dan pemeriksaan surat.  

 Upaya pertama adalah penangkapan. Penangkapan dilakukan terhadap 

seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan 

yang cukup. Tindakan penyidik ini dilakukan hanya apabila telah dilakukan 

pemanggilan secara sah sebanyak dua kali berturut-turut dan si tersangka tidak 

memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang tidak sah.  

 Upaya kedua adalah penahanan. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang 

dimaksud penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu 

oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal 

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.  

 
6Ibid, hlm.83 
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 Penggeledahan badan berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan 

penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk 

mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. 

Sedangkan penggeledahan rumah berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah 

tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian 

tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau 

dibawanya serta, untuk disita.  

 Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan 

atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. Upaya paksa terakhir adalah pemeriksaan dan penyitaan 

surat, adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimasukkan 

untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan 

digunakan sebagai pembuktian.7 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan yang 

dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 

yang mendahuluinya,” atau yang lebih dikenal dengan asas legalitas, artinya 

seseorang tidak bisa dipidana kecuali ada kesalahan padanya. Jadi menurut asas 

tersebut, haruslah jelas seseorang bersalah atau tidaknya melakukan suatu tindak 

pidana.  

 
7 Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014, Hukum Acara Pidana Suatu pengantar, Prenadamedia 

Group,Jakarta, hlm. 163 
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 Dalam upaya paksa yang telah dijabarkan di atas berdasarkan KUHAP, 

memungkinkan terjadinya kesalahan dari penyidik atau penyelidik. Kesalahan bisa 

terjadi di dalam masing-masing upaya paksa tersebut, apakah itu disebabkan oleh 

prosesnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah 

mengaturnya, ataupun karena ada persyaratan yang tidak dilengkapi oleh aparat 

dalam menjalankan upaya paksanya tersebut. Untuk menjamin tegaknya hukum 

dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan 

penyidikan dan penuntutan tersebut, maka KUHAP memberikan solusi berupa 

pengadaan sebuah lembaga bernama pra-peradilan yang melakukan pengawasan 

secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik 

atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau 

penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dan 

Undang-undang yang berlaku.  

 Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang 

Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang sah yang 

diatur di dalam Undang-undang ini, tentang :  

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas 

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 

tersangka;  

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 

atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan  
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c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 

diajukan ke pengadilan.  

Ketiga aspek praperadilan tersebut kemudian diperluas, berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan permohonan 

terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah, 

aspek praperadilan diperluas mengenai sah atau tidaknya status tersangka 

seseorang. Putusan MK ini yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2015 ini 

tentunya seiring dengan keputusan Hakim Sarpin Rizaldi yang telah keluar 

sebelumnya, yang berani mengambil pandangan berbeda dengan hakim lainnya yg 

sangat formalistik dengan menyatakan penetapan tersangka masuk dalam yurisdiksi 

Praperadilan pada kasus Praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas 

penetapannya sebagai tersangka yang dilakukan KPK.8 

Didalam perkembangan hukum pidana, sesuai dengan keputusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 

yang menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang 

menjadi tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti dalam pasal 184 KUHAP 

dan kewenangan praperadilan dalam pasal 77 KUHAP diperluas menjadi:  

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan 

atau penghentian penuntutan.  

 
8 http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-

tersangka-penggeledehandan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan diakses pada 
tanggal 18 Mei 2023, jam 12.18 
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2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya 

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.  

3. Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 

 Putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. oleh hakim 

tunggal Sarpin Rizaldi yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2015 kala itu 

berhasil menuai pro dan kontra di masyarakat, termasuk juga para praktisi hukum 

dan akademisi. Sebab di dalam putusannya, hakim Sarpin memutuskan bahwa 

penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan yang kala itu megajukan 

praperadilan tidak sah. Posisi kasusnya adalah Komisaris Jenderal budi Gunawan 

sebagai pemohon dan termohonnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Di dalam permohonannya, Budi Gunawan sebagai pemohon menganggap bahwa 

objek praperadilan sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 KUHAP merupakan 

tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya 

yang dilakukan tanpa alasan hukum atau cacat hukum, sehingga melanggar 

martabat kemanusiaan seseorang, termasuk menentukan status tersangka yang 

merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana yang harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur di dalam KUHAP.  

Namun pada eksepsinya, termohon yang dalam hal ini Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) menganggap bahwa objek permohonan daripada pemohon 

bukanlah wewenang daripada Hakim Praperadilan. Dan di dalam pertimbangan 

sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi berpandangan bahwa 

penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam 
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proses penyidikan, dimana penetapan sebagai tersangka merupakan bagian dari 

upaya paksa, maka lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan penetapan 

tersangka adalah lembaga praperadilan. Sehingga berdasarkan putusan tersebut, 

melepas status tersangka dari Budi Gunawan.  

Putusan tersebut apabila dijadikan sumber hukum oleh hakim lain atau 

yurisprudensi, tentunya akan memiliki dampak dibanding sebelum dikeluarkan 

putusan. Perkembangan masyarakat mampu melahirkan perkembangan dan 

penemuan hukum. Hal ini tentu saja menyangkal pendapat para sarjana di akhir 

abad ke 19 bahwa hukum merupakan satu kesatuan lengkap yang tertutup, di luar 

Undang-undang tidak ada hukum, dan hakim tak boleh menjalankan keadaan 

hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.9 Namun pada 

kenyataannya sekarang, terjadi kesatuan pemahaman mengenai sistem hukum yang 

terbuka, yang diakibatkan oleh kemajuan masyarakat dan berdampak kepada cara 

berfikir mengenai hukum tersebut menjadi lebih dinamis.  

Konsekuensi dari hal tersebut adalah kewajiban dari seorang hakim untuk 

melakukan penemuan atas kekosongan hukum yang terjadi. Berdasarkan salah satu 

asas ilmu hukum yaitu ius curia novit, dimana hakim tidak boleh menolak perkara 

yang diberikan kepadanya dengan alasan tidak adanya peraturan hukum yang 

mengaturnya, oleh sebab itu jelaslah bahwa hakim harus memenuhi kebutuhan akan 

kekosongan hukum tersebut menurut sistem hukum yang berlaku dan ditetapkan.  

 
9 C.S.T. Kansil, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta,Jakarta, hlm.76  
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Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 22 algemene berpalingen van 

wetgeving voor indonesie yang disingkat AB yang sampai saat ini masih berlaku 

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu 

perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang undangan yang bersangkutan 

tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk 

dihukum karena menolak mengadili. Kesimpulan dari ketentuan di atas adalah 

seorang hakim mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat sebuah peraturan 

untuk menyelesaikan sebuah perkara apabila tidak ditemukan aturan atau kebiasaan 

yang mengatur hal tersebut. Jika hakim menolak perkara tersebut maka ia bisa 

dituntut dan sanksi pidana berlaku baginya.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya. Ketentuan ini makin memperkuat kewajiban hakim dalam 

melakukan penemuan hukum, dimana hasil dari penemuan hukum tersebut yang 

berupa putusan dinamakan yurisprudensi.  

Yurisprudensi yang merupakan salah satu diantara beberapa sumber hukum 

lainnya adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar 

keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.10Putusan tersebut 

 
10Ibid, hlm. 61 
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boleh diikuti oleh hakim yang sependapat dengan yurisprudensi tersebut mengenai 

perkara yang serupa, tidak terdapat peraturan yang mewajibkan hakim lain untuk 

memberikan putusan serupa namun kembali tergantung kepada keyakinan hakim 

tersebut yang menjadikan yurisprudensi tersebut tak lebih dari sebagai pedoman.  

Dengan dikeluarkannya putusan Hakim Sarpin, bisa diikuti oleh hakim-

hakim lain sebagai yurisprudensi. Tentunya hal tersebut memiliki perubahan antara 

sebelum dan sesudah putusan tersebut keluar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya 

permohonan praperadilan yang masuk ke pengadilan dengan permohonan 

mengenai tidak sahnya penetapan status tersangka. Hal tersebut wajar terjadi sebab 

akan membuka celah bagi setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk 

melakukan upaya hukum-upaya hukum yang tersedia, termasuk praperadilan, guna 

mencari keadilan maupun sebagai jalan agar terlepas dari tuntutan hukum tanpa 

harus masuk ke dalam proses Peradilan. Ditambah lagi, tidak terjadi kesatuan 

pemahaman pada setiap hakim untuk menjatuhkan putusan serupa putusan Hakim 

Sarpin.  

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis 

didalam Tesis ini mengenai PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM 

PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN 

TERSANGKA   

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara 

Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan 

hakim ? 

C.  Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup bahasan penelitian meliputi bahasan dari sudut pandang 

doktrin ilmu hukum tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara 

Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka dan Pertimbangan Hukum Hakim 

Yang Seharusnya Dimuat Dalam Putusan Hakim. 

D.  Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian  

 Dilihat dari tujuannya maka penulis akan merinci tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a.  Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 

Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka. 

b.  Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat 

dalam putusan hakim. 

 2. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk kepentingan teoritis 

dan kepentingan praktis, yaitu: 

a. Secara teoritis, berguna untuk: 
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1. Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan litelatur 

mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara 

Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka 

2. Berguna untuk memberikan masukan mengenai apa pertimbangan 

hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan hakim. 

b. Secara praktik, berguna untuk: 

1. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada 

pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan di bidang kitab undang-undang hukum acara 

pidana dan aturan – aturan yang ada dalam undang-undang. 

2. Berguna dalam pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat 

dalam putusan hakim. 

E.  Kerangka Teori 

 Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi 

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti11. Pada setiap 

penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena ada 

hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, 

pengelolaan, analisis kasus.  

 

 
11 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta:  hlm. 121. 
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1. Teori Keadilan (Gerechtigkeit) 

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan 

terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai 

persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan 

hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan 

dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang 

menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.  

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam 

suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara 

pidana (Criminal of justice) atau seorang tergugat terhadap perkara 

perdata (private of justice) maupun tergugat pada perkara tata usaha 

negara (administration of justice) atau sebaliknya sebagai penggugat 

merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis 

hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan 

itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian 

berasaskan Undang-Undang Positif (Positif Wettwlijks Theorie). 

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama 

arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang 

memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap 

perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum 

tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan 
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hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan 

di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang 

dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang 

menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo 

“merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan 

yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan 

kewajiban.”12 

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan 

tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua 

orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan 

proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan 

kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Teori keadilan 

menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :13 

1) Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus 

dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang 

bulu; 

2) Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang 

satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga 

 
12 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13 
13Ibid, hlm. 201 
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negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan 

horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain ; 

3) Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan 

suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada 

proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang 

menjadi sasaran distribusi itu.14 

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat 

dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan 

cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian 

didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan 

aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun 

tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap 

individu.15 

2. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya penegakan 

 
14 Aristoteles, Politik, 2016, Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan Pertama, Narasi 

Pustaka Promethea, Yogyakarta, hlm. 123. 
15Ibid, hlm. 138. 
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hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan 

sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.  

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang 

keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap 

hubungan hukum.16 

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan 

seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang 

represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif 

maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah 

Belanda Rechtshanhaving. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang 

sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa 

pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, 

yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat 

jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.17 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha 

untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. 

 
16 Peter Mahmud, Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 

hlm. 15 
17 Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21 
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Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti 

dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap 

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.18 

3. Teori Putusan Hakim 

 Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat 

Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak.19 Setelah Hakim mengetahui duduk 

perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara 

dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan Putusan.Peranan Hakim dalam 

Menjatuhkan Putusan  

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar 

menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan 

memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat 

Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. 

Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada 

 
18 Agus Surianto, 2016, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tianjuan Kritis 

Melalui Konsentrasi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Praneda Media, Bandung, hlm. 34. 
19 Agus Santoso, 2011, Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 175 
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akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang 

diputuskannya.20 

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu :21 

a) Ustisialis Hukum yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. 

Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan 

kemanfaatan doel matigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum de 

zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan 

yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah 

tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada 

hukum.  

b) Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot 

menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa 

diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat 

hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi 

putusan.  

c) Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa 

hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum 

pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu 

tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu 

diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh 

 
20 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm.103 
21 Nanda Agung Dewantoro, Op.Cit, hlm. 151 
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perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya 

putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga 

semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi 

asli restitutio in integrum.   

d) Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan 

Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi 

hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, 

sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang 

menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu 

dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu 

juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya 

memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.  

e) Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan 

keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari 

keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka 

yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai 

keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung 

jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil 

untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang 

wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan. Ketika 

hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung 
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suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya 

mengenai halhal sebagai berikut :22 

1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. 

2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang 

dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan 

apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.  

3) Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat 

dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai 

dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan 

pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang 

pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim 

akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil 

keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan 

atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam 

pemeriksaan sidang. 

F.  Kerangka Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang diteliti23. 

 
22 Yuti Witanto Darmoko, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan 

Keadilan Substitusi Dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, hlm.74 
23 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm 132 
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Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul proposal tesis ini, 

maka akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang 

digunakan dalam penulisan proposal tesis yaitu : 

1. Pertimbangan Hukum adalah suatu cara atau metode yang digunakan 

oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan 

kehakiman dan harus memegang asas hukum nullum delictum nulla 

poena sine praevia legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa 

peraturan terlebih dahulu). 

2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili. 

3. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang 

berperkara. 

4. Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan 

penyelesaian. 

5. Praperadilan adalah  wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa 

dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau 

penahanan. Pengadilan Negeri juga memeriksa dan memutus menurut 

sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan 
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6. Penetapan tersangka adalah bedasarkan minimal 2 alat bukti 

sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan 

pemeriksaan calon tersangkanya 

G.  Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu kegiatan 

Ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta 

doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif 

dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah 

preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan 

penelitian terhadap isu hukum yang diteliti24 agar dapat memberikan 

jawaban secara holistik25 dan sistematis terkait dengan isu hukum yang 

diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum 

yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian 

ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. 

Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada 

 
24 M. Syamsudin, 2012, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, hlm. 47. 
25 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta, 

hlm. 45. 
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putusan pengadilan dilingkungan peradilan umum, khususnya untuk 

perkara-perkara pidana.26 

2.  Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut27:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 

terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang diurut 

berdasarkan hierarki28.terdiri dari perundang-undangan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Acara Hukum Pidana (KUHAP), catatan-catatan resmi, atau 

risalah di dalampembuatan peraturan perundang-undangan dan 

contoh kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

 
26Ibid. Hlm. 21 
27 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm. 141. 
28Ibid. 
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3) Putusan praperadilan Nomor : 

04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.SEL tentang tidak sahnya 

penetepan tersangka atas diri Komjen. Drs. Budi Gunawan, 

SH., Msi. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas 

buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, 

jurnal-jurnal hukum, pendapat pada sarjana dan hasil-hasil 

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian29. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder30. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus 

hukum serta internet sebagai bahan hukum tersier dalam 

penelitian ini. 

3.  Pendekatan Penelitian(Futuristik Approach) 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan 

 
29 Jhonny Ibrahim, Op.Cit., hlm . 296. 
30Ibid. 
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perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum 

yang sedang diteliti31. 

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (case 

approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan asas-asas, 

norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. 

Terutama mengenai kasus-kasus yangtelah diputus sebagaimana yang 

dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini. 

1. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui 

Putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.SEL 

tentang tidak sahnya penetepan tersangka atas diri Komjen. Drs. 

Budi Gunawan, SH., Msi.Studi kepustakaan32 terhadap bahan-bahan 

penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun 

bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan 

dilakukan klasifikasi.  

2. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan 

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, 

menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat 

 
31 Hotma P Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Erlangga, Jakarta, 

hlm. 11. 
32 Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan 

Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 27. 
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yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga 

mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian. 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep dan 

pengaturan hukum penguasaan negara di bidang peradilan dalam hal 

ini adalah mengenai Pertimbangan Hukum perkara tentang disahnya 

Dalam Penetepan Tersangka Komjen. Budi Gunawan, SH., 

M.siputusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.SEL 

tentang tidak sahnya penetepan tersangka atas diri Komjen. Drs. 

Budi Gunawan, SH., Msi, untuk kemudian disistematisasi (termasuk 

interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari 

segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis 

masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian 

ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam 

suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian 

ini.33 Dan Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini 

menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana 

dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.34 Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir 

deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. 

Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan 

 
33Ibid, hlm. 127. 
34 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 8.   



 
 

 

 

 
 
 

 

29 

norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-

aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna 

penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hokum. 

Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada 

pertimbangan putusan Hakim terhadap putusan praperadilan Nomor 

: 04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.SEL tentang tidak sahnya penetepan 

tersangka atas diri Komjen. Drs. Budi Gunawan, SH., Msi. 

dilingkungan peradilan umum.35 

H.  Sistematika Penulisan 

Dalam upaya memberikan gambaran secara menyeluruh pada pembahasan 

selanjutnya, berikut ini diuraikan sistematika pembahasan terhadap 

permasalahan yang diajukan di atas. Sistematika penulisan tesis ini dibagi 

kedalam 4 (empat) bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Dari 

uraian latar belakang kemudian akan diikuti dengan pernyataan 

permasalahan. Dari pernyataan permasalahan tersebut dirumuskan 2 (dua) 

pertanyaan untuk diteliti dimana jawabannya akan ditemukan dalam bagian 

akhir sebagai kesimpulan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang ruang 

lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, metodelogi penelitian yang akan 

 
35 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 120. 
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digunakan didalam penelitian ini serta landasan teoritis dan landasan 

konseptual yang digunakan sebagai wacana dan acuan dalam menganalisis 

permasalahan. 

Bab II Tinjauan Yuridis 

Pada bab ini diuraikan tentang Teori Keadilan, Teori Putusan Hakim, Teori 

Penegakan Hukum Pidana, Norma Hukum Mengenai Penetapan Tersangka 

Oleh Penegakan Hukum Pidana Terhadap KUHAP dan Norma Hukum 

Mengenai Praperadilan Menurut KUHAP. 

Bab III Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka dan Berisi 

tentang Seharusnya Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara 

Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah 

yang timbul dalam penelitian ini, serta saran sehubungan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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